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8. Almamaterku IAIN Surakarta tercinta. 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت 
 
Ta T Te 
ث Ṡa S Es (dengan titik 
di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik 
di bawah) 
IX 
 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik 
di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Sad Ṣ Es (dengan titik 
di bawah) 
ض Dad D De (dengan titik 
di bawah) 
ط Ta Ṭ Te (dengan titik 
di bawah) 
ظ Za Ẓ Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di 
atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
X 
 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
  Contoh:   
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
XI 
 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Żukira 
3 بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
      Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لوح Ḥaula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakatdan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
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أ...و  Dammah dan wau Ū u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ليق Qīla 
3 لوقي Yaqūlu 
4 يمر Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan . 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةضور لافطلأا  Rauḍah al-aṭfāl 
2 ةحلط Ṭalḥah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 اّنبر Rabbana 
2 لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
XIV 
 
1 لجّرلا Ar-rajulu 
2 للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لكأ Akala 
2 نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3 ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
XV 
 
 و ام دحمم لوسرلاإ  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 للهدملحا بر ينلماعلا  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نإو للها وله ينقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqin / Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
 اوفوأف ليكلا نازيلماو  Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Sakinatun Nisa’i Sholikhah, NIM : 142121031 “Putusan Hakim Dalam 
Pekara Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Di  Pengadilan Agama 
Boyolali Tahun 2017-2018 Dalam Perspektif Menurut Maqashid Syari’ah”. 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu (1)Bagaimana Putusan 
hakim Pengadilan Agama Boyolali terhadap tiga perkara permohonan perubahan 
biodata dalam akta nikah pada tahun 2017-2018? (2)Apakah ijtihad hakim dalam 
memutuskan tiga perkara permohonan perubahan biodata sudah sesuai dengan 
perspektif maqashid syari’ah?  
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan 
Agama Boyolali terhadap tiga perkara permohonan perubahan biodata dalam 
kutipan akta nikah pada tahun 2017-2018. Untuk mengetahui ijtihad hakim dalam 
memutuskan tiga perkara permohonan perubahan biodata sudah sesuai dengan 
perspektif MaqaṢid Syari’ah apa belum. Menggunakan metode diskriftif analitis 
yang akan memaparkan data kualitatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara 
serta dokumentasi untuk validitas data. Analisis pembahasan ini adalah analisis 
induktif yaitu melihat berkas putusan penetapan lalu dianalisis dengan teori 
Undang-undang KHI dan MaqaṢid Syari’ah. Dengan penelitian ini bisa 
menambah wawasan keilmuan tentang permohonan biodata dalam akta nikah dan 
bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat secara umum. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Putusan hakim Pengadilan Agama Boyolali terhadap tiga 
perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tahun 2017-2018 
bahwa Hakim Pengadilan Agama Boyolali sudah tepat memutus perkara dengan 
mengabulkan perkara perubahan permohonan dalam biodata akta nikah karena 
sudah sesuai Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan 
nikah telah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi” “Perubahan yang 
menyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada 
Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” dan Ijtihad hakim dalam 
memutuskan tiga perkara permohonan perubahan biodata sudah sesuai dengan 
perspektif MaqaṢid Syari’ah dengan tujuan untuk memelihara keturunan (Hifdzu 
Nasab) kemaslahatan dalam tingkatan tahsiniyat serta memelihara agama (Hifdzu 
din) kemaslahatan dalam tingkatan Hajiyat dan Tahsiniyat. 
 
 
 
 
Kata Kunci : Biodata, Akta Nikah, MaqaṢid Syari’ah. 
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ABTRAC 
 
Sakinatun Nisa’i Sholikhah, NIM : 142121031 "Judge's Decision In A Request 
For Change Of Biodata Of Marriage Act In Boyolali Religion Court Year 
2017-2018 In Perspective According to Maqashid Syari'ah". The main issues 
in this research are (1) How the Boyolali Religious Court judge verdict on three 
things to apply for biodata change in marriage law in 2017-2018? (2) What is the 
ijtihad of the judge in deciding the three things that the biodata change application 
is in accordance with the perspective of maqashid syari'ah? 
 The purpose of this study is to find out the verdict of the Boyolali 
Religious Courts judge on three matters of biodata change application in the 
collection of marriage act in 2017-2018. To know the judge's ijtihad in deciding 
the three things that the application of biodata change is in accordance with the 
perspective of the maqasid syari'ah has not yet. Using analytic discrete method 
that will display qualitative data. Data collection by interview and documentation 
for data validity. The analysis of this discussion is an inductive analysis that looks 
at the decision declaration file then analyzed with KHI law theory and maqasid 
syari'ah. With this research it can add knowledge about biodata application in 
marriage certificate and can be knowledge for society in general.  
 The Boyolali Religious Court judge's verdict on the three cases of 
biodata change in marriage deed in 2017-2018 that Judge Boyolali Religious 
Court has correctly decided on the matter by granting the change of application in 
the biodata of the marriage deed because the Regulation of the Minister of 
Religious Affairs No. 11 of 2007 on marriage recordings has been explained in 
Article 34 paragraph (2) which reads "Changes in the biodata of Husband, wife or 
guardian must be based on the Court's Decision on the concerned area" and the 
Judge of the judge in deciding the three applications for the change of biodata is 
appropriate with the perspective of Maqashid Shari'ah with the aim to maintain 
tha descendants of benefit in the level of tahsiniyat. And maintain the religion of 
benefit in the level of hajiyat and tahsiniyat. 
 
 
 
Key Word : Biodata, Marriage Act, Maqasid Syari'ah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Sejak dilahirkan 
antara laki-laki dan perempuan ke dunia, maka manusia sudah mempunyai 
kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam pergaulan 
hidup. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi 
persyaratan inilah disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan 
lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 
bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan tidak ingin 
menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya hidup bebas mengikuti nalurinya 
dan berhubungan antara laki-laki dengan perempuan secara bebas, tetapi untuk 
menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka dari itu Allah 
adakan hukum sesuai dengan martabatnya. 
Mengingat di Indonesia negara hukum dengan adanya negara hukum maka 
sebagai warganegara berusaha tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. Di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) 
berbunyi bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara. 2016), hlm. 2. 
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diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975 dan 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) berbunyi bahwa ”Agar terjamin 
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”2. 
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ketertiban perkawinan nantinya akan 
berpengaruh pada kekuatan hukum dari akad yang telah dilangsungkan, sehingga 
martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari 
akibat-akibat buruk nantinya akan menghambat masyarakat. 
Sebelum dilaksanakan pernikahan antara calon mempelai wanita dan laki-laki 
maka perlu syarat-syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat dalam perkawinan dalam 
Pasal 6 dalam Ayat (1) bunyinya “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 
kedua calon mempelai”, kemudian dalam ayat (2) berbunyi “untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”3. Dalam Pasal 7 Ayat (1) juga 
dijelaskan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) 
tahun”. Dalam ayat (2) mengatakan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) 
pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. 4 
                                                          
2
 Ibid, hlm. 324.  
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara. 2016), hlm. 5. 
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Di samping ada syarat- syarat dalam hukum Islam kemudian adanya syarat-
syarat di dalam peraturan perundang-undangan, maka diperlukan untuk 
melengkapi syarat administratifnya, dalam rangka untuk ketertiban 
perkawinannya. Sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dari akad telah 
dilangsungkannya. Setelah akad nikah selesai perlu untuk membuatkan 
pencatatan nikah. Namun, dalam masyarakat masih terjadi kesalahan dalam 
penulisan pencatatan akta nikah baik salah huruf dalam nama, tanggal lahir, tahun 
lahir atau salah total dalam prosedurnya. Sehingga sampai proses pengajuan 
Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal tersebut, dikemudian hari nantinya 
akan menimbulkan berbagai permasalahan baru lebih rumit lagi dapat berhadapan 
dengan hukum ketika terjadi kesalahan penulisan dalam akta nikah tersebut 
maupun kependudukan bila tidak dilakukan perubahan. Sehingga dapat 
menghambat dalam mengurusi berbagai data kependudukan lain. Adanya 
masyarakat belum begitu paham mengenai data kependudukan mereka begitu 
pentingnya biodata dalam akta nikah nanti akan berakibat cukup lama setelah 
mempunyai anak ketika sudah dewasa akan mencari pekerjaan maupun 
administrasi kependudukan nya. 
Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Boyolali Jawa Tengah ini 
beralamat di Jl. Pandanaran No. 167 Boyolali sebagai tempat yang digunakan 
untuk memutus perkara sidang bagi masyarakat saat mengalami permasalahan, 
khususnya untuk kalangan orang Islam di wilayah Boyolali. Sesuai asas lex 
posterior derogate legi priori adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan 
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bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Dalam Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 
nomor 50 tahun 2009, tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama yang 
berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah 
dan ekonomi syari'ah”. Dalam perkawinan meliputi ijin dari orang tua, ijin 
melangsungkan perkawinan, Dispensasi, Pencegahan perkawinan, Penolakan 
Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Pembatalan perkawinan, Gugatan 
kelalaian atas kewajiban suami istri, Perceraian karena talak, Gugatan Perceraian, 
Penyelesaian Harta Bersama. 
Selain dijelaskan diatas, di Pengadilan Agama Boyolali juga menangani 
beberapa perkara mengenai perkara putusan tentang Permohonan Perubahan 
Biodata. Pada tahun 2017-2018 sampai bulan april ada 266 perkara yang diputus 
oleh hakim Pengadilan Agama Boyolali yang masuk dalam perkara lain-lain. 
Namun ada 3 perkara mengenai permohonan perubahan biodata akta nikah.
5
 yang 
mempunyai karakteristik berbeda beda dari masing-masing putusan tersebut pada 
tahun 2017 telah ada 2 putusan.
6
 Putusan pertama perkara telah selesai diputus 
dengan putusan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bi tentang permohonan perubahan 
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Laporan Perkara tahunan Pengadilan Agama Boyolali 2017, 2018 
6
 Qomaroni, Hakim Pengadilan Agama Boyolali, wawancara informal, 15 Mei 2018,  jam  
10.30-11.15 WIB. 
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data akta nikah bahwa di dalam putusan tersebut pemohon (laki-laki atau suami) 
mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir di Pengadilan Agama Boyolali 
pada tahun 2017 di dalam putusan tersebut berisi adanya perkara kesalahan 
menulis bulan dalam kutipan akta nikah di data kependudukan pemohon seperti 
KTP dan Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir 08-05-1979 kemudian yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tertulis 08-06-1979. Tertulis 
pemohon telah menikah pada tanggal 04 januari tahun 2007. Adapun, tujuan 
pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata digunakan untuk 
membuatkan akta kelahiran anak nya bernama Fadhil Satya Atmaja. Hakim telah 
memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan menetapkan bahwa 
mengabulkan permohonan, menetapkan perubahan tanggal lahir dari 08-06-1979 
menjadi 08-05-1979, serta memerintahkan pemohon untuk mencatatkan 
perubahan nama di Kantor Urusan Agama. Adapun bukti-bukti di dalam putusan 
berupa KTP pemohon, Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kartu 
Keluarga, Surat Pengantar dari KUA, serta Akta Kelahiran Pemohon. Akan tetapi 
dalam putusan tersebut tidak dituliskan saksi-saksi.
7
 
Putusan yang kedua dengan perkara perdata kemudian di putus dengan Nomor 
0065/Pdt.P/2017/PA.Bi tentang Penetapan Permohonan Perubahan Nama 
pemohon (I) asli nya bernama MUNDAKIR bin MUNDIRI namun tercatat di 
Kantor Urusan Agama bernama MUH. MUNDHAKIR binti MUNDIRI. 
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 Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bi perihal Permohonan  
Perubahan Data Akta Nikah, 15 mei 2018 
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Kemudian pemohon (II) aslinya bernama NGATINI bin SADIYO di Kantor 
Urusan Agama tercatat bernama NGATINI bin MURADI. Pemohon (1) dan 
Pemohon (II) atau suami istri telah mempunyai lima anak. Tujuan pemohon 
mengajukan permohonan perubahan biodata akta nikah untuk membuatkan akta 
kelahiran anaknya yang bernama Dafit Maulana. Kemudian hakim telah 
mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan perubahan biodata pemohon 
(I) dan pemohon (II), kemudian hakim memerintahkan untuk mencatatkan 
perubahan biodata pada Kantor Urusan Agama. Adapun bukti-bukti di dalam 
putusan berupa KTP pemohon, Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, 
Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari KUA, serta saksi-saksi yang bernama 
Basirun bin Slamet, Giyono bin Sadiyo.
8
 
 Adapun yang ditangani terkait perkara permohonan pada tahun 2018 di 
Pengadilan Agama Boyolali yaitu putusan yang terbaru sejak bulan Januari tahun 
2018 sampai sekarang bulan April telah menangani satu kasus perkara tentang 
Permohonan Perubahan Biodata yang kemudian diputus dengan Nomor Putusan 
0054/Pdt.P/2018/PA.Bi. Mengenai Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bi 
pemohon mengajukan permohonan perubahan di akta nikah dan kemudian dalam 
putusan, hakim memutuskan pemohon menerima mengabulkan pemohon dan 
memerintahkan KUA dalam merubah akta nikah. Seperti halnya di dalam putusan 
penetapan perkara permohonan biodata, di mana yang telah diajukan pemohon. 
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Antara tanggal lahir di akta kelahiran pemohon dengan tanggal lahir di akta nikah 
berbeda, dulunya saat melakukan pernikahan si pemohon tertulis di KUA tercatat 
20 tahun akan tetapi di akta kelahiran sampai menikah masih berumur 16 tahun. 
Mendorongnya pemohon mengajukan perubahan biodata guna untuk 
membuatkan akta kelahiran anaknya yang nomor tiga, akan tetapi dalam putusan 
tersebut hakim mengatakan karena terjadi adanya kekeliruan. Ketika terjadi 
kesalahan dalam penulisan administratifnya dalam akta nikah mengenai biodata 
dalam putusan tersebut tidak dituliskan tanggal perubahan kelahirannya (tanggal 
tuanya) setelah di rubah.
9
 Karena KUA tidak mau melakukan perubahan biodata 
sebelum di putus ke Pengadilan Agama dengan alasan adanya PMA. Maka hakim 
telah memutuskan dalam perkara permohonan perubahan biodata menggunakan 
PMA (Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Akta 
Nikah) dalam pasal 34 ayat (1) berbunyi“Perbaikan penulisan dilakukan dengan 
mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, 
kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN dan 
diberi stempel KUA” 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik akan meneliti judul untuk 
menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi. Adapun yang menjadi menarik 
untuk dijadikan penelitian permasalahan terdapat beberapa perkara dalam 
perubahan biodata yang diajukan di Pengadilan Agama Boyolali mengenai 
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 Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Bi perihal Permohonan  
Perubahan Biodata, 15 mei 2018. 
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kesalahan dalam pencatatan akta nikah di pencatat KUA dan Bagaimana 
pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara 
penetapan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada putusan dari 
tahun 2017-2018 serta bagaimana pandangan yuridis dalam menyelesaikan 
perkara penetapan biodata dilihat dalam perspektif MaqaṢhid syari'ah. Mengingat 
adanya kekeliruan di dalam pencatatan nikah serta ijtihad hakim di Pengadilan 
Agama Boyolali, untuk merubah biodata maka tertarik untuk melakukan 
penelitian tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Boyolali terhadap tiga perkara 
permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tahun 2017-2018? 
2. Apakah ijtihad hakim dalam memutuskan tiga perkara permohonan perubahan 
biodata sudah sesuai dengan perspektif MaqaṢhid syari'ah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Boyolali terhadap tiga 
perkara permohonan perubahan biodata dalam kutipan akta nikah pada tahun 
2017-2018. 
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2. Untuk mengetahui ijtihad hakim dalam memutuskan tiga perkara permohonan 
perubahan biodata sudah sesuai dengan perspektif MaqaṢhid syari'ah apa 
belum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi dalam meneliti, 
menganalisa, mengkaji, dan mengembangkan permasalahan yang sama 
yang akan datang. 
b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan di bidang hukum 
Islam dalam maqasid syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai masukan terhadap hakim di dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat terkait permohonan perubahan biodata dalam akta nikah. 
b. Sebagai wawasan pengetahuan untuk pembaca dengan adanya ijtihad 
hakim Pengadilan Agama Boyolali antara sesuai tidaknya dengan 
perspektif maqasid syariah, dalam memutus tiga perkara permohonan 
perubahan biodata dalam kutipan akta nikah pada tahun 2017-2018. 
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E. Kerangka Teori 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiaanya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material. Dalam undang-undang menyatakan 
dalam suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Adapun akad nikah dapat dilaksanakan dengan bahasa yang dapat 
dipahami oleh semua orang karena adanya keinginan untuk mengadakan 
ikatan perkawinan, tanpa ada tipu daya atau ada sesuatu yang 
disembunyikan.
10
 Perkawinan mempunyai salah satu asas dalam hukum 
(undang-undang) perkawinan tidak kalah penting di era hukum tertulis dengan 
kodifikasi hukum sebagai ciri utamanya ialah asas legalitas, yang intinya 
mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) 
yang berwenang. Semua undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam 
mengamanatkan arti penting dari pencatatan setiap perkawinan. Selain 
berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga 
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 Mahmud Al-Shabagh, “Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam”, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 51. 
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negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah 
para pihak terkait dalam melakukan control terhadap pelaksanaan undang-
undang perkawinan disebuah negara.Warga negara adalah warga suatu negara 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
kewarganegaraan adalah segala hal ihwal berhubungan dengan waga negara. 
2. Syarat-syarat Perkawinan 
Syarat-syarat perkawinan di jelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yaitu seperti dalam pasal 6 yaitu: 
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
c. Di dalam UU perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) berbunyi 
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun”. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
11
 
d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi 
mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 
3 Ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan). 
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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
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e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali 
dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa 
tunggu yaitu sekurang-kurangnya berlaku jangka waktu tunggu, yaitu 
sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena 
kematian suaminya (pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).  
f. Selanjutnya, dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke 
atas. 
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya. 
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 
tiri. 
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan dan bibi/ paman susuan. 
5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari isteri dalam hal seorang suami beristeri dari seorang. 
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin.
12
 
Syarat eksternalnya dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari yaitu: 
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 Ibid, hlm. 5. 
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1. Laporan 
2. Pengumuman 
3. Pencegahan 
4. Pelangsungan13 
3. Pencatatan Perkawinan 
Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 
Tahun 1975 Tata cara perkawinan “Perkawinan dilangsungkan setelah hari 
kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat 
seperti dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan mengindahkan tata 
cara perkawinan menurut masing-masing hukum kepercayaannya itu, 
perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 
orang saksi. Saat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan diatas, peraturan pemerintah ini, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan telah ditandatangani 
oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan 
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau 
yang mewakilinya. Dengan penandatanganan Akta Perkawinan, maka 
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 Http:// Jurnal hukum.com. Diakses tanggal 18 Mei 2018 Pukul 09.00. 
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perkawinan telah tercatat resmi.
14
 Serta dalam Peraturan Menteri Agama 
Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, 
Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang melangsungkannya menurut Agama 
Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor  32 
Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
15
 
a. Akta Nikah 
Akta Nikah (perkawinan) adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat 
berwenang berkaitan dengan adanya perkawinan. Pejabat yang berwenang 
mengeluarkan akta perkawinan meliputi Kepala KUA bagi beragama 
Islam dan Kepala Kantor Catatan Sipil bagi beragama non Islam (Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu).
16
 Adapun dimuat dalam akta 
perkawinan adalah hari, tanggal, tahun, dan waktu pelaksanaan 
perkawinan, nama calon pasangan suami, umur, yaitu bagi belum cukup 
umur maka akan ditangguhkan sampai bersangkutan memenuhi syarat, 
agama, pekerjaan, dan tempat kediaman, pencantuman agama sangat 
penting berkaitan dengan keabsahan perkawinan nantinya akan 
dilangsungkan (Pasal 2 UU Perkawinan).
17
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b. Pelaksanaan Pencatatan Akta Nikah 
Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 31 ayat (3) PMA 
No. 2 Tahun 1990 disebutkan jika  KUA kecamatan yang dahulu 
mengeluarkan surat kutipan akta nikah dan tidak dapat membuat duplikat 
disebabkan catatan ada yang rusak atau hilang atau sebab-sebab lain, maka 
untuk menetapkan adanya nikah, cerai talak, cerai rujuk, atau rujuk harus 
dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.
18
 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, merumuskan bahwa Perkawinan adalah salah satu 
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia wajib dicatat 
oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana dalam hal ini oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara dan tata cara yang telah di atur 
dalam Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 477 tahun 2004 tentang 
Pencatatan Nikah.
19
 
Dalam (PMA) Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2007 yang 
didalamnya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan dalam pasal 1 
ayat (6) berbunyi “Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan 
peristiwa perkawinan”. Kemudian di dalam Bab X (Sepuluh) pasal 26 
                                                          
18
 Sudarsono, “Hukum Perkawinan Nasional”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 374. 
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ayat (1) “PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah”. Ayat (2) 
berbunyi “Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-
saksi dan PPN”. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (1) berbunyi “Buku 
nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN”. Ayat (2) berbunyi 
“Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses 
akad nikah selesai dilaksanakan”.20 Sedangkan, di dalam hukum Islam 
adanya kewajiban mencatatkan nikah dapat menggunakan metode 
MaqaṢhid Syari’ah berdasarkan kasus permohonan perubahan biodata 
dalam akta nikah yakni merupakan suatu metode penetapan hukum 
kasusnya tidak diatur secara mendetail oleh al-Qur’an maupun Hadist 
akan tetapi lebih menekankan pada kemaslahatan secara langsung. 
Dimana dalam kasus tersebut tidak nash baik yang memerintahkan 
maupun yang melarangnya, akan tetapi menekankan pada kenegaraan.
21
 
c. Syarat-Syarat Perubahan Nama 
Adapun syarat-syarat perubahan nama di buku kutipan akta nikah 
sebagaimana edaran Pengadilan Agama Boyolali adalah : 
a. Yang mengajukan Suami Isteri ( jika salah satunya (suami atau isteri) 
meninggal dunia, maka yang mengajukan boleh suami / isteri dengan 
menyertakan foto copy surat kematian )  
b. Foto Copy KTP Pemohon / Para Pemohon (2 lembar) 
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c. Foto Copy Kartu Keluarga (2 lembar)  
d. Surat Keterangan dari KUA tempat menikah  
e. Surat keterangan dari Kelurahan Surat Permohonan rangkap 5 
(permohonan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan 
terperinci)  
f. Membayar panjar biaya perkara.  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka merupakan uraian sistematis berisi mengenai hasil-hasil 
penelitian dan pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang  
mempunyai keterkaitan dengan penelitian akan dilakukan maupun dari beberapa 
buku didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Hingga saat ini yang 
menulis mengenai pencatatan nikah dalam hal perubahan biodata dalam akta 
nikah dari skripsi lain ada beberapa literatur didalamnya seperti: 
Skripsi Khusnia Isro’i, (Mahasiswa, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan 
Kalijaga) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan 
Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama 
Yogyakarta Nomor : 0058/Pdt.P/2011/Pa.Yogyakarta)” di skripsinya membahas 
tentang penetapan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini 
dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan tinjauan hukum Islam dan 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti yang ada, bahwa nama 
pemohon dalam buku kutipan akta nikah memang benar-benar salah dan harus 
18 
 
dilakukan pembenaran untuk mengurusi segala urusan-urusan pentingnya. Dalam 
biodata akta nikah yang mana hakim dalam memberikan pertimbangan hukum 
menggunakan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) tersebut setiap 
perkawinan wajib di catat dan jika tidak di catat perkawinan tersebut tidak 
memiliki kekuatan hukum. Sehingga dengan adanya pencatatan nikah dapat 
terjamin hak dan tanggung  jawab pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu, hakim 
juga menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 
2004 Pasal 32 Ayat (4) berbunyi “Daftar, Akta dan Buku tidak boleh diadakan 
perubahan kecuali dengan putusan pengadilan”. Sedangkan dalam skripsi saya 
membahas mengenai permohonan perubahan biodata dalam akta nikah di 
Pengadilan Agama Boyolali dalam perspektif MaqaṢhid syari'ah.
22
 
Khairil Mala, (Mahasiswa, Syari’ah STAIN Pekalongan) dengan judul  skripsi 
“Dampak Perubahan Umur Pada Identitas Mempelai Pada Akta Nikah Terhadap 
Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 
0006/Pdt.P/2013/Pa.Kdl)”, dalam skripsinya membahas mengenai perubahan 
biodata suami mengenai perubahan tahun lahir pada akta nikah. Permohonan 
perubahan tahun lahir pemohon akta nikah dilakukan untuk keperluan pengurusan 
akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan berdasarkan akta nikah 
tersebut. Akan tetapi dalam Penetapan hakim di Pengadilan Agama Kendal 
menolak permohonan pemohon terhadap perubahan tahun lahir pemohon dengan 
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 Khusnia Isro’i, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah 
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pertimbangan bahwa kesalahan penulisan tahun lahir suami pada akta nikah 
terjadi dengan kesengajaan saat mengurus persyaratan pernikahan. Kemudian 
bagaimana dampak hukumnya terhadap hak-hak anak nya tersebut.
23
 Sedangkan 
dalam skripsi saya mengenai Ijtihad hakim dalam memutus biodata akta nikah di 
Pengadilan Agama Boyolali dengan perspektif MaqaṢhid syari'ah. 
Khumairoh Halimatus Sya’dia, (Mahasiswa, Jurusan Perdata Islam UIN 
Sunan Ampel) dengan judul skripsi “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap 
Praktek  PMA No. 11 tahun 2007 tentang perbaikan dan perubahan dalam 
biodata akta nikah. (kajian penetapan No.1035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Malang)”. Di 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang hampir sama dengan skripsi nya Khusnia 
Isro’i dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam 
Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 
0058/Pdt.P/2011/Pa.Yogyakarta)” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. skripsi ini 
berisi mengenai I mplementasi PMA No. 11 tahun 2007 terkait perubahan dan 
perbaikan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta 
analisis maslahah mursalah dalam praktek PMA No. 11 tahun 2007 tentang 
perbaikan dan perubahan biodata akta nikah.
24
 Sedangkan dalam skripsi saya 
lebih spesifik dalam perspektif MaqaṢhid syari'ah. 
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Faeshol Ghozali, (Mahasiswa, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah IAIN Walisongo) 
dengan judul skripsi “Implikasi Hukum Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah 
(Tinjauan Yuridis dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah Terhadap Perkara Perbaikan 
Kesalahan Biodata di Pengadian Agama Semarang)”. Di skripsinya berisi 
tentang implikasi hukum prosedur kesalahan biodata dalam akta nikah di 
Pengadilan Agama Semarang dalam satu putusan tahun 2012 bahwa istri 
kesulitan mengurus warisan dari suaminya yang berupa uang duka dan janda dari 
suaminya yang telah meninggal. Itu karena suaminya yang berstatus sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) namanya dalam akta nikah berbeda dengan KARIP 
(Kartu Identitas Pensiunan) dilihat dari segi al Qawaid al-Fiqhiyyah.
25
 Sedangkan 
dalam skripsi saya banyak problematika dalam putusan berbeda-beda baik 
kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, tahun lahir serta menjelaskan ijtihad 
hakim dalam MaqaṢhid syari'ah. 
Kholifatun Nur Mustofa, (Mahasiswa, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN 
Sunan Kalijaga) dengan judul skripsi “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi 
Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan 
No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)”. Di skripsinya berisi tentang belum cukupnya umur 
nikah antara laki-laki dan perempuan akan tetapi hakim dalam memutus perkara 
kurang tepat. Serta hanya membahas satu putusan dengan nomor putusan 
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berbeda.
26
 Sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai Ijtihad hakim 
dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah dalam putusan 
Pengadilan Agama Boyolali dengan Perspektif MaqaṢhid syari'ah. 
 
G. Metode penelitian  
Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengelola data 
sesuai dengan tujuan penelitian.
27
 Metode penelitian digunakan dalam penulisan 
skripsi sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (literer) yang basisnya 
berasal dari putusan pengadilan yang sudah ada. Adapun pendekatan nya 
menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan 
memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, ini 
dilakukan melalui upaya penelitian hukum kepustakaan. 
2. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, maka data digunakan adalah data 
kualitatif yaitu data berbentuk suatu penjelasan yang menerangkan keadaan 
dan pengkajian bersumber dari bahan-bahan yang berkaitan dengan tema 
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pembahasan. Peneliti langsung mendatangi tempat penelitian di Pengadilan 
Agama Boyolali. 
3. Sumber data  
Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (literer) yang dokumen 
nya berasal dari putusan Pengadilan Agama yaitu sumber data sekunder, 
merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready 
made), yang secara tidak langsung dengan bahan hukum: 
a. Bahan Hukum Primer  
Adalah bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum 
lainnya, meliputi putusan Pengadilan Agama Boyolali, Kitab Undang- 
Undang Hukum Perkawinan. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Adalah bahan yang tidak mengikat tetapi memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer meliputi buku literature, makalah, majalah 
dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
28
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Yaitu cara memperoleh data dengan cara melihat dokumen yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan, dokumen dapat berupa 
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informasi penting, catatan-catatan atau arsip-arsip yang ada dalam 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali seperti file-file putusan.  
b. Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan responden, dimana 
jawaban responden akan menjadi data mentah. Secara khusus wawancara 
merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topic riset. Wawancara ini 
dilakukan guna untuk validasi/verifikasi data agar tidak terjadi 
kesalahpahaman antara peneliti dengan responden. Dalam memperoleh 
data diperlukan, dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan 
pihak yang terkait secara informal, yaitu dengan Bapak Drs. H. Qomaroni, 
SH, MH. Beliau adalah salah satu hakim pemeriksa perkara. Serta Hakim 
KUA Klego dengan bapak Munadi, beliau hakim KUA yang menangani 
proses perubahan biodata akta nikah. 
5. Teknik Analisis Data 
Data dari hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan akan dijabarkan 
atau dianalisa secara kualitatif, sehingga mendapat gambaran yang jelas 
terhadap permasalahan yang dibahas dengan metode deduktif. Deduktif yaitu 
suatu cara berfikir berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan 
dengan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu akan ditarik kesimpulan 
yang bersifat khusus.
29
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H. Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun skripsi ini untuk lebih dipahami perlu menggunakan 
sistematika penulisan masing-masing bab secara garis besar diuraikan sebagai 
berikut: 
Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 
metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
Bab II : Membahas mengenai Landasan Teori tentang perkara permohonan 
perubahan biodata dalam akta nikah dalam perspektif MaqaṢhid syari'ah. 
Pengertian akta nikah, Pencatatan nikah serta metode yang digunakan dalam 
hukum Islam mengenai permohonan perubahan biodata dalam akta nikah. 
Bab III: Membahas tentang Pengadilan Agama Boyolali dan tiga putusan 
hakim tentang permohonan perubahan biodata pada akta nikah tahun 2017-
2018. 
Bab IV : Merupakan analisa dan pembahasan dari hakim memutus tiga perkara 
permohonan perubahan biodata yang diajukan kepada Pengadilan Agama 
Boyolali didalam tiga putusan pada tahun 2017-2018. Serta ijtihad putusan 
hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus tiga perkara permohonan 
perubahan biodata dalam akta nikah pada tahun 2017-2018. Dan apakah 
ijtihad hakim sudah sesuai dengan MaqaṢhid syari'ah. 
Bab V : Penutup dan Saran 
25 
 
BAB II 
PEMBAHASAN 
LANDASAN TEORI TENTANG MAQASID SYARI’AH DAN PERKARA 
PERMOHONAN  
 
A. Hukum Islam 
Dalam pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak 
ditemukan. Karena tidak disebutkan dalam fikih, maka umat Islam yang berfikir 
fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan 
perkawinan oleh lembaga negara berwenang. Masyarakat muslim memandang 
bahwa tidak adanya ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis secara tekstual 
mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan 
bagi umat muslim menjadi trend bahkan menjadi kebutuhan bagi kehidupan 
keluarganya. Maka diperlukan ijtihad para yuridis Islam untuk mendapatkan 
status hukum. 
 
 
 
26 
 
B. Ijtihad 
1. Pengertian Ijtihad 
Secara bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam 
mencurahkan pikiran. Sedangkan, menurut istilah,
1
 ijtihad adalah 
mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk 
menetapkan suatu hukum-hukum syariat.
2
 Secara terminologis, berijtihad 
berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui 
metode tertentu. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga 
setelah Al-Quran dan hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam 
penetapan hukum Islam. Telah banyak contoh hukum yang dirumuskan dari 
hasil ijtihad ini. Ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya 
orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad.3 
2. Ruang Lingkup Ijtihad 
a. Istihsan 
Istihsan adalah salah satu macam ijtihad yang dilakukan oleh pemuka 
agama untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Ijitihad ini dilakukan 
dengan mengeluarkan suatu pendapat beserta fakta yang mendukung 
tentang suatu permasalahan dan kemudian ia menetapkan hukum dari 
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permasalahan tersebut. Dalam penetapan hukum ini bisa jadi pada 
akhirnya akan memunculkan pertentangan dari yang tidak sepaham.
4
 
b. MaṢlahah Mursalah 
Salah satu dari macam ijtihad yang juga dilakukan untuk kepentingan 
umat adalah maṢlahah murshalah. Jenis ijtihad ini dilakukan dengan cara 
memutuskan permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang 
menyangkut kepentingan umat. Hal yang paling penting adalah 
menghindari hal negatif dan berbuat baik penuh manfaat. 
c. Urf 
Ijtihad ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang 
berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat 
istiadat memang tak bisa dilepaskan dan sudah melekat dengan 
masyarakat kita. Ijtihad inilah yang menetapkan apakah adat tersebut 
boleh dilakukan atau tidak. Apabila masih dalam koridor agama Islam, 
maka boleh dilaksanakan. Namun bila tidak sesuai dengan ajaran Islam, 
maka harus ditinggalkan.
5
 
d. Istishab 
Dalam menetapkan boleh atau tidaknya istishab sebagai metode ijtihad 
ketika tidak ada dalil al-Qur’an dan sunnah. Para ulama mengatakan 
bahwa istishab dapat dijadikan sebagai alasan hukum secara mutlak. 
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Menurut mayoritas Hanafiyyah, Istishab tidak dapat dijadikan sebagai 
alasan hukum, karena untuk menetapkan suatu hukum harus dengan dalil, 
tanpa dalil tidak dapat dilestarikan sampai sekarang. Juga istishab hanya 
dapat diberlakukan untuk menafikan hukum suatu kasus, bukan untuk 
menetapkan hukumnya. 
6
 
Upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para 
pemuka agama dengan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. 
Namun, bila suatu hari nanti ada alasan yang sangat kuat untuk mengubah 
ketetapan tersebut, maka hukum yang semula ditetapkan bisa diganti, 
asalkan semuanya masih dalam lingkup agama Islam yang benar.
7
 
e. Istihlah  
Istihlah  ini sama dengan maṢlahah murshalah. Dilakukan untuk 
kepentingan umat. Jenis ijtihad ini dilakukan dengan cara memutuskan 
permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut 
kepentingan umat. Hal yang paling penting adalah menghindari hal negatif 
dan berbuat baik penuh manfaat. Ada pendapat ulama dalam memakai 
istihlah sebagai metode ijtihad, yang masing-masing pendapatnya 
berbeda-beda seperti: 
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a. Ulama yang tidak memakai istihlah secara muthlak. Abu Hanifah 
memasukkannya dalam pembicaraan tentang istihsan din al-Syafi’i 
memasukkan dalam pembicaraan tentang qiyas, khususnya dalam 
membicarakan masalik al-„illah. 
b. Menurut Malik, menerapkan istihlah secara mutlak. 
c. Membolehkan memakai istihlah sebagai dalil jika sesuai dengan 
prinsip umum din prinsip parsial dari prinsip-prinsip syariat. 
f. Sadd al-Dzari’ah 
Sadd al-Dzari’ah adalah segala sesuatu yang membawa kepada sesuatu 
yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan). Menurut istilah 
sad al-dzari’ah (menutup sarana kepada kejahatan).8 Sadd al-Dzari’ah 
dapat diterima sebagai salah satu metode ijtihad dan dapat dijadikan dalil 
dalam menetapkan hukum alasannya adalah (Q. S al-An’am: 108) „‟Dan 
janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan yang mereka sembah 
selain Allah. Karena mereka nanti akan mencerca Allah.‟‟9 
g. MaqaṢhid Syari’ah 
1. Pengertian MaqaṢhid Syari’ah 
MaqaṢhid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqaṢhid dan syari'ah. 
Kata maqaṢhid merupakan bentuk jama' dari maqṢhad yang berarti 
maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian 
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9
 Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
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hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani 
untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka 
dengan demikian, maqaṢhid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang 
menjadi tujuan pensyariatan hukum. MaqaṢhid al-syari'ah 
mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian 
bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat 
hukum atau hadits-hadits hukum, baik ditunjukkan oleh pengertian 
kebahasaan atau tujuan terkandung di dalamnya. Pengertian umum 
identik dengan pengertian istilah maqaṢhid al-syari'ah (maksud Allah 
dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam 
mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian bersifat khusus 
adalah substansi atau tujuan hendak dicapai oleh suatu rumusan 
hukum.
10
  
Apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al- 
Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah 
yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semua mempunyai 
tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua mempunyai hikmah 
yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, 
sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang tujuan 
Nabi Muhammad diutus :   
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ََنيَِمل  ََعْلِّلًَةَمْحَرَ اِلَّإََك  ََنْلَسَْرأََ اَمَو 
"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi 
seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107).
11
  
Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan 
kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang 
sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat 
mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, 
yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia. 
Syarat- syarat maqaṢhid al-syari'ah bahwa sesuatu baru dapat 
dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat 
syarat berikut, yaitu :  
1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan 
itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.   
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam 
penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan 
yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.   
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran 
atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga 
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akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang 
ditetapkan adalah kemabukan.   
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena 
perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan 
untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam 
perkawinan menurut mazhab Maliki.
12
 
MaqaṢhid al-syari'ah mempunyai tujuan syari'ah secara umum ke 
dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya 
(syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). MaqaṢhid 
al-syari'ah dalam konteks MaqaṢhid al-syari' meliputi empat hal, 
yaitu:  
1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di 
akhirat.  
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.  
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.  
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan 
hukum.
13
 
Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan 
Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin 
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 Wahbah al-Zuhaili, “Ushul al-Fiqh al-Islami”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1019. 
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menetapkan syari'at- Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan 
hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan 
terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat 
dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh 
manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia 
dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak 
berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.
14
 
2. Tujuan MaqaṢhid Syari'ah  
Dijelaskan bahwa ada lima pokok kemaslahatan yang berdasarkan 
kepentingan dan kebutuhannya yaitu dengan metode ijtihad sebagai 
berikut: 
a. Memelihara Agama 
Memelihara berdasarkan kebutuhannyam dapat dibedakan 
menjadi tiga bagian sebagai berikut: 
1. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu 
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan masuk 
peringkat primer, seperti melaksanakan lima waktu. Jika shalat 
lima waktu itu tidak dilaksanakan, maka akan merusak 
eksistensi agama. 
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2. Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu 
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari 
berbagai kesulitan seperti melaksanakan shalat jama‟ dan 
qashar bagi yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak 
akan mengancam agama, hanya saja akan menemui kesulitan. 
3. Memelihara dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, 
seperti membersihkan badan, pakaian sekaligus bersuci, 
kegiatan tersebut apabila tidak dilaksanakan tidak akan 
mengalami kesulitan dalam melaksanakan perintah agama. 
Hanya saja hal tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai 
estetika dan akhlaq terpuji.
15
 
b. Memelihara Jiwa 
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga bagian: 
1. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuruyat, seperti 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari berupa makanan dalam 
rangka mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut 
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diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa 
manusia. 
2. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti 
diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan 
yang lezat dan halal. Kalau kegiatan diabaikan, maka tidak 
akan mengancam kehidupan manusia, melainkan hanya 
mengalami kesulitan dalam hidupnya. 
3. Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya 
tata cara makan dan minum yang baik. Kegiatan ini hanya 
berhubungan dengan kesopanan dan estetika dan sama sekali 
tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun 
mempersulit kehidupan seseorang.
16
 
c. Memelihara Akal 
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1. Memelihara akal dalam peringkat dharuriyat, seperti 
diharamkan meminum minuman keras, jika larangan ini tidak 
diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 
2. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti 
dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya hal 
tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, akan 
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tetapi hanya mempengaruhi diri seseorang dalam kaitannya 
dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan orang tersebut 
akan banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-
hari. 
3. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti adanya 
ketentuan dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika 
bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh 
pada sah dan tidaknya dalam jual beli itu sendiri, peringkat 
yang ketiga juga merupakan syarat adanya peringkat kedua.
17
 
d. Memelihara Harta 
Memelihara harta jika dilihat dari segi kepentingannya dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: 
1. Memelihara harta dalam peringkat dhairiyat, seperti Islam 
melarang mencuri harta orang lain, apabila aturan ini dilanggar  
maka berakibat terancamnya harta hak orang lain.                             
2. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, seperti Islam 
memerintah adanya lembaga keuangan yang dapat menyimpan 
atau mengamankan harta hak milik perorangan atau kolektif. 
Tidak adanya lembaga keuangan tersebut eksistensi harta 
tersebut tidak akan terancam, hanya saja mengalami kesulitan 
dalam memelihara hartaa yang dimiliki. 
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3. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti adanya 
bentuk dan model bentuk gedung dimiliki oleh lembaga 
keuangan tersebut, bentuk dan model ini hanya terkait dengan 
persoalan etika dan estetika. Dengan bentuk dan model 
sembarangan tidak  dapat mempersulit dalam memelihara harta 
apalagi mengancam eksistensi hata, hanya saja apabila bentuk 
dengan model megah dan lebih menarik serta menyenangkan 
bagi orang melihatnya.
18
 
e. Memelihara Keturunan  
Memelihara keturunan dilihat dari segi kebutuhannya dapat 
dibagi tiga  peringkat: 
1. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat, seperti 
memerintahkan nikah dan melarang berzina, jika perintah ini 
tidak diindahkan maka berakibat hancurnya system keturunan. 
2. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti 
ditetapkan adanya lembaga yang mengatur bagaimana cara dan 
system pernikahan yang dapat membawa pada kemaslahatan. 
Tidak adanya lembaga yang mengatur system perkawinan 
tidak akan mengancam eksistensi keturunan, karena orang 
masih bisa melakukan akad nikah dimana saja, hanya saja akan 
mengalami kesulitan. 
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3. Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, seperti diadakannya 
walimahan dan resepsi, hal ini hanya berkenaan dengan 
persoalan etika dan estetika, tidak mengadakan resepsi 
pernikahan dan walimahan tidak akan mengalami kesulitan 
dalam memelihara keturunan apalagi menghancurkan 
keturunan.
19
 
Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat 
dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek 
pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi 
menjadi tiga tingkatan :  
a. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana 
kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek 
diniyah (agama) maupun aspek duniawi.
20
 Maka ini merupakan 
sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan 
manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia 
menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak 
(mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang 
paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga 
dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, 
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memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga 
agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala 
kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama 
dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.  
b. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang 
diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam 
kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. 
Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang 
implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.  
c. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah 
(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. 
Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun 
menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini 
diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan manusia.
21
 
Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan 
tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah 
ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu :  
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1) Ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah adalah 
sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali 
melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. 
Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang 
justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan 
kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
22
  
2) Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk 
mengetahui maqashid al-syari'ah. Mereka terbagi dalam dua 
kelompok :  
a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid al- 
syari'ah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan 
bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal 
itu. Akan tetapi maqashid al-syari'ah merupakan hal lain 
yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam 
semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat 
berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya 
memperoleh maqashid al-syari'ah. Kelompok ini disebut 
kelompok Bathiniyah.  
b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid al- 
syari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. 
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Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang 
bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir 
lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan 
didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar 
keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini 
disebut kelompok Muta'ammiqin fi al-Qiyas.  
3) Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan 
(zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu 
bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak 
pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap 
berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi.
23
 
Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid 
al- syari'ah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok 
ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir 
lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari 
tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi.
24
 
 
 
 
                                                          
23
 Ibid, hlm. 91. 
24
 Al-Ghazali, “Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul”, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 104. 
42 
 
C. Pencatatan Nikah 
1. Pengertian Pencatatan Nikah 
 Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat sebagai upaya untuk melindungi martabat dan 
kesucian perkawinan serta lebih lagi khusus lagi untuk melindungi 
perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. 
25
  
 Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 
Tahun 1975 Tata cara perkawinan “Perkawinan dilangsungkan setelah hari 
kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat 
seperti dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, yang dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan 
mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum 
kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat 
dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkannya 
perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, peraturan pemerintah 
ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 
oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan 
yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula 
oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan 
bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani 
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pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan Akta 
Perkawinan, maka perkawinan telah tercatat resmi.
26
 Serta dalam Peraturan 
Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 Ayat (1) PP 
Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang 
melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo 
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk.
27
 
2. Pelaksanaan Pencatatan Akta Nikah 
Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 31 ayat (3) PMA No. 2 
Tahun 1990 disebutkan jika  KUA kecamatan yang dahulu mengeluarkan 
surat kutipan akta nikah dan tidak dapat membuat duplikat disebabkan catatan 
yang ada rusak atau hilang atau sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan 
adanya nikah, cerai talak, cerai rujuk, atau rujuk harus dibuktikan dengan 
penetapan Pengadilan. 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, merumuskan bahwa Perkawinan adalah salah satu peristiwa 
penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh 
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh 
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Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara dan tata cara yang telah di atur 
dalam Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 477 tahun 2004 tentang 
Pencatatan Nikah.
28
  
Dalam (PMA) Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2007 yang 
didalamnya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang ada dalam pasal 
1 ayat (6) berbunyi “Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan 
peristiwa perkawinan”. Kemudian di dalam Bab X (Sepuluh) pasal 26 ayat 
(1) “PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah”. Ayat (2) berbunyi 
“Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan 
PPN”. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (1) berbunyi “Buku nikah adalah sah 
apabila ditandatangani oleh PPN”. Ayat (2) berbunyi “Buku nikah diberikan 
kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai 
dilaksanakan”.29 
D. Akta Nikah 
Akta Nikah (perkawinan) adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat 
berwenang, berkaitan dengan adanya perkawinan. Sehubungan hal ini maka harus 
dibuktikan dengan akta nikah yang memiliki bukti autentik, jika terjadi 
perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab dapat 
melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan hak nya 
                                                          
28
 Khusnia Isro’i, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah 
(Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0058/pdt.p/2011/pa. yk”,Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012). 
29
 Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar. 
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masing-masing. Pejabat berwenang mengeluarkan akta perkawinan meliputi 
Kepala KUA bagi beragama Islam dan Kepala Kantor Catatan Sipil bagi 
beragama non Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu).
30
 
Adapun yang dimuat dalam akta perkawinan adalah hari, tanggal, tahun, dan 
waktu pelaksanaan perkawinan, nama calon pasangan suami, umur, yaitu bagi 
yang belum cukup umur maka akan ditangguhkan sampai yang bersangkutan 
memenuhi syarat, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman, pencantuman agama 
sangat penting berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan 
(Pasal 2 UU Perkawinan).
31
 
                                                          
30
 Titik Triwulan Tutik, “Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional”, (Jakarta: Media 
Grafika. 2010), hlm. 65-66. 
31
  Neng Yani Nurhayani, “Hukum Perdata”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 108. 
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BAB III 
 
LETAK GEOGRAFIS PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN TIGA 
PUTUSAN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH 
TAHUN 2017-2018  
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali 
1. Keadaan Geografis Kabupaten Boyolali 
 Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan dari Kabupaten Semarang 
dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km. Secara geografis Kabupaten Boyolali 
berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi dan berada pada titik koordinat 
7° 28' lintang selatan dan garis bujur 107° 48’ bujur timur, dengan batas-batas 
wilayah sebagai berikut; 
a. Sebelah Utara  : Kabupaten Semarang dan Purwodadi 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Sragen dan Karanganyar 
c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Magelang. 
 Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan dan 150 
desa / kelurahan, luas wilayah 1.015 Km. 
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2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali 
a. Visi 
 "Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan berwibawa, transparan dan 
akuntabel yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan 
biaya ringan". 
1) Bersih 
 Adalah seluruh aparatur Peradilan Agama menjunjung tinggi dan 
mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dengan konsisten yang diwujudkan 
dengan perilaku  jujur, berakhlak mulia, ikhlas dan terbebas dari perilaku 
yang negatif, baik dalam kehidupan pribadi /keluarga maupun dalam 
pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. 
2) Berwibawa 
 Kekuasaan Peradilan Agama diakui dan ditaati serta ada pembawaan 
untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui 
sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan daya 
tarik/performance. 
3) Transparan dan Akuntabel 
 Adalah bahwa Peradilan Agama dalam proses peradilan mewujudkan 
keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu Pengadilan menyediakan informasi 
yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pubilk dengan penuh 
tanggung jawab. 
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4) Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 
 Dikandung maksud untuk memenuhi harapan para pencari keadilan 
yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang 
efektif dan efisien, biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. 
b. Misi 
1) Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme. 
2) Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya. 
3) Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia, aparatur Pengadilan 
Agama Boyolali. 
4) Melakukan Pengawasan  terhadap Teknis Yudisial dan Non Yudisial. 
5) Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan Teknologi 
Informasi. 
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali 
 Administrasi di Pengadilan Agama Boyolali dilaksanakan oleh 
seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh wakilnya, panitera dan staf-
stafnya. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Boyolali 
selengkapnya sebagai berikut; 
STRUKTUR ORGANISASI 
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI 
KELAS IB 
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 = Garis Komando 
 = Garis Koordinasi  
4. Tugas Pelaksana Sidang 
Tugas dari Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Surakarta 
sebagai berikut; 
a. Hakim 
1) Tugas Pokok (yusticial); 
a. Membantu pencari keadilan (pasal 3 (2) UU 14/1070); 
b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU 
14/1970); 
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c. Mendamaikan para pihak yang bersengketa (pasal 130 
HIR/pasal 154 RBg); 
d. Memimpin persidangan (pasal 15 (2) UU 14/1970); 
e. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 184 (3), pasal 186 (1) 
HIR); 
f. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU 14/1970); 
g. Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (pasal 27 (1) 
UU 14/1970); 
2) Tugas non yusticial; 
a. Memberikan penyuluhan hukum; 
b. Melayani riset untuk penyuluhan hukum; 
c. Melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal; 
3) Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara; 
(a) Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara 
persidangan dan dalam duduk perkara pada putusan hakim; 
(b) Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di 
dalam surat putusan; 
(c) Dituangkan dalam putusan amar. 
b. Panitera 
a) Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil panitera, 
panitera muda, dan panitera pengganti; 
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b) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencari jalannya sidang 
pengadilan, membuat putusan atau penetapan majelis; 
c) Menyusun berita acara persidangan; 
d) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan 
eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama; 
e) Menerima uang btitipan pihak ketiga dan melaporkannya ke ketua 
pengadilan agama; 
c. Juru Sita 
a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 
Agama, Ketua sidang, dan Panitera; 
b) Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan putusan 
pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-
undang; 
c) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara 
yang salinan resminya disampaikan pada para pihak yang 
berkepentingan; 
d) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta 
membuat berita acaranya; 
e) Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan; 
 
52 
 
 
 
B. PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH DI 
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI   
1. Putusan Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.BI 
 Untuk mengetahui penetapan perubahan biodata pada akta nikah di 
Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan 
perubahan nama dari ;  
a. Identitas Pemohon 
MUNDAKIR bin MUNDIRI (Tempat tanggal lahir Boyolali, 08-11-1971), 
umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan 
Nelayan/Perikanan, Tempat kediaman di Dukuh Karangpakel RT.010 
RW.002, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali,   
sebagai Pemohon I ; 
NGATINI binti SADIYO (tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974), 
umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, 
Tempat kediaman di Dukuh Karangpakel RT.010 RW.002, Desa 
Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali,  sebagai 
Pemohon II ; 
Pengadilan Agama tersebut di atas ;  
Telah mempelajari berkas perkara; 
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Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka 
persidangan; 
b. Duduk Perkara 
 Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
13 Maret 2017  telah  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan Agama 
Boyolali  yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  tersebut 
tanggal 13 Maret  2017   Nomor: 0065/Pdt.P/2017/PA.Bi  yang pada 
pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;  
1. Bahwa Pemohon I (Mundakir bin Mundiri, tempat tanggal lahir Boyolali, 
08-11-1971), telah menikah pada tanggal 04 September 1989 dengan 
Pemohon II bernama Ngatini binti Sadiyo, tempat tanggal lahir Boyolali, 
11-02-1974, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 
204/201/04/IX/89 tanggal 04 September 1989, Pemohon I bernama Muh. 
Mundhakir binti Mundiri, Tempat tanggal lahir 22 th, dan Pemohon II 
bernama Ngatini binti Muradi, tempat tanggal lahir 20 th, yang 
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego Kabupaten 
Boyolali; 
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di 
Dukuh Karangpakel RT.010 RW.002, Desa Sumber Agung, Kecamatan 
Klego, Kabupaten Boyolali sampai sekarang, dan telah mempunyai 5 
orang anak yang bernama : 
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a. Khoirul Aziz, laki-laki tanggal lahir 19-05-1994; 
b. Muhammad Mustofa, laki-laki sudah meninggal; 
c. Muhammad Fuad Hasanudin, laki-laki tanggal lahir 18-08-2003; 
d. Muhammad Safrudin, laki-laki tanggal lahir 12-12-2004; 
e. Dafit Maulana, laki-laki tanggal lahir 14-01-2017; 
3. Bahwa Pemohon I bernama Mundakir bin Mundiri, tempat tanggal lahir 
Boyolali, 08-11-1971 dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Pemohon I bernama Muh. 
Mundhakir binti Mundiri, Tempat  tanggal lahir 22 th adalah orang yang 
sama; 
4. Bahwa Pemohon II bernama Ngatini binti Sadiyo, tempat tanggal lahir 
Boyolali, 11-02-1974, dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Pemohon II bernama Ngatini 
binti Muradi, tempat tanggal lahir 20 th, adalah orang yang sama ; 
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk 
merubah biodata Pemohon I dan Pemohon II dari Pemohon I bernama 
Muh. Mundhakir binti Mundiri, Tempat tanggal lahir 22 th dan  Pemohon 
II bernama Ngatini binti Muradi, tempat tanggal lahir 20 th menjadi 
Pemohon I bernama Mundakir bin Mundiri, tempat tanggal lahir 
Boyolali, 08-11-1971 dan Pemohon II bernama Ngatini binti Sadiyo, 
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tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974 dalam Kutipan Akta Nikah 
nomor : 204/201/04/IX/89 tanggal 04-09-1989; 
6. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama akan digunakan untuk 
membuat Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Dafit 
Maulana bin Mundakir, karena data-data dalam dokumen kependudukan 
yang lain Pemohon I bernama Mundakir bin Mundiri, tempat tanggal 
lahir Boyolali, 08-11-1971 dan Pemohon II bernama Ngatini binti 
Sadiyo, tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974; 
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 tahun 2007 
Tentang pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) berbunyi: Perubahan yang 
menyangkut biodata Suami, Isteri ataupun wali harus berdasarkan 
Putusan pengadilan pada Wilayah yang bersangkutan. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili 
Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya 
berbunyi sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dari 
Pemohon I bernama Muh. Mundhakir binti Mundiri, Tempat tanggal 
lahir 22 th dan  Pemohon II bernama Ngatini binti Muradi, tempat 
tanggal lahir 20 th menjadi Pemohon I bernama MUNDAKIR bin 
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MUNDIRI, tempat tanggal lahir Boyolali, 08-11-1971  dan Pemohon 
II bernama NGATINI binti SADIYO, tempat tanggal lahir Boyolali, 
11-02-1974 dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 204/201/04/IX/89 
tanggal 04-09-1989. 
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan 
biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali. 
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. 
Menimbang, bahwa  pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon  datang 
menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang 
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon 
di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat  yaitu; 
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 
3309150811710001, tanggal  04-10-2012  yang dikeluarkan oleh 
kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang  
bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan 
aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;  
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 
3309155102740003, tanggal  04-10-2012  yang dikeluarkan oleh 
kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang  
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bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan 
aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; 
c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Nomor : 
204/201/04/IX/89, tanggal 04 September 1989, yang  bermaterai 
cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh 
Ketua Majelis  diparaf dan diberi  tanda P-3; 
d. Fotokopi Kartu Keluarga An. Mundakir, Nomor : 330-9150804110059  
tanggal 09-03-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Boyolali yang bermaterai cukup setelah 
dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis 
diparaf dan diberi tanda P-4; 
e. Surat Keterangan Nomor : 043/Kua.11.09.09/Pw.01/10/2017, tanggal  
26-1-2017 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama  Klego, 
kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan 
diberi tanda P-5; 
Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam 
persidangan masing-masing; 
1) Basirun  bin  Slamet, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, 
tempat kediaman di dukuh Karangpakel RT.010 RW. 002 Desa 
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Sumber Agung Kecamatan Klego kabupaten Boyolali , di bawah 
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;  
2) Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena sebagai tetangga; 
3) Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon I sebelum menikah bernama 
Muh.Mundhakir binti Mundiri tempat tanggal lahir 22 tahun dan 
setelah menikah bernama MUNDAKIR bin MUNDIRI, tempat 
tanggal lahir, Boyolali 08-11-1971 dan Pemohon II sebelum menikah 
bernama Ngatini binti Muradi, tempat tanggal lahir 20 th  dan setelah 
menikah bernama Ngatini binti Sadiyo, tempat tanggal lahir Boyolali, 
11-02-1974; 
4) Bahwa  Pemohon telah menikah dan dikarunia 5 orang anak; 
5) Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dipergunakan untuk 
mengurus akta kelahiran anaknya dan dokumen kependudukan; 
i. Giyono bin  Sadiyo , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, 
tempat kediaman di dukuh Karangpakel RT.010 RW. 002 Desa 
Sumber Agung Kecamatan Klego kabupaten Boyolali, di bawah 
sumpah memberikan keterangan  sebagai berikut;  
ii. Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena sebagai tetangga ; 
iii. Bahwa saksi mengetahui  nama Pemohon I sebelum menikah 
bernama Muh.Mundhakir binti  Mundiri tempat tanggal lahir 22 
tahun dan setelah menikah bernama MUNDAKIR bin MUNDIRI , 
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tempat tanggal lahir, Boyolali 08-11-1971 dan Pemohon II sebelum 
menikah bernama Ngatini binti Muradi, tempat tanggal lahir 20 th 
dan setelah menikah bernama Ngatini binti Sadiyo, tempat tanggal 
lahir Boyolali, 11-02-1974;  
iv. Bahwa   Pemohon telah menikah  dan dikarunia  5  orang   anak; 
v. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dipergunakan untuk 
mengurus akta kelahiran anaknya dan dokumen kependudukan;     
Menimbang, Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi  
tersebut selanjutnya Pemohon  tetap memohon agar Pengadilan  Agama 
Boyolali segera menjatuhkan  penetapannya. 
Menimbang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, 
maka ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana tercantum  dalam berita acara  
sidang;  
c. Pertimbangan Hukum 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana tersebut diatas; 
Menimbang, bahwa berdasarkan  dalil Pemohon dan bukti P.1 telah 
terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Boyolali  sehingga perkara ini  menjadi wewenang Pengadilan Agama  
Boyolali ; 
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I 
(Mundakir bin Mundiri, tempat tanggal lahir Boyolali, 08-11-1971), telah 
menikah pada tanggal 04 September 1989 dengan Pemohon II bernama 
Ngatini binti Sadiyo, tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974, 
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 204/201/04/IX/89 
tanggal 04 September 1989, Pemohon I bernama Muh. Mundhakir binti 
Mundiri, Tempat tanggal lahir 22 th, dan Pemohon II bernama Ngatini binti 
Muradi, tempat tanggal lahir 20 th, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, Pemohon mengajukan perubahan 
nama untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya dan mengurus 
data kependudukan lainnya;   
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga 
telah mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan saling 
bersesuaian pada pokoknya adalah; 
1. Bahwa nama  Pemohon I sebelum menikah bernama Muh.Mundhakir 
binti  Mundiri tempat tanggal lahir 22 tahun dan setelah menikah 
bernama MUNDAKIR bin MUNDIRI , tempat tanggal lahir , Boyolali 
08-11-1971 dan Pemohon II sebelum menikah bernama Ngatini binti 
Muradi, tempat tanggal lahir 20 th  dan setelah menikah bernama Ngatini 
binti Sadiyo, tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974   ;   
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2. Bahwa pernohonan Pemohon mengajukan perubahan nama dipergunakan 
untuk mengurus  akta kelahiran anak Pemohon dan  administrasi 
kependudukan lainnya  ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut  dapat ditemukan 
fakta bahwa   nama   Pemohon I sebelum menikah bernama Muh.Mundhakir 
binti  Mundiri tempat tanggal lahir 22 tahun dan setelah menikah bernama 
MUNDAKIR bin MUNDIRI, tempat tanggal lahir, Boyolali 08-11-1971 
dan Pemohon II sebelum menikah bernama Ngatini binti Muradi, tempat 
tanggal lahir 20 th  dan setelah menikah bernama Ngatini binti Sadiyo, 
tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974 ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis 
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, 
sehingga sesuai dengan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, nama Pemohon I sebelum menikah 
bernama Muh.Mundhakir binti  Mundiri tempat tanggal lahir 22 tahun dan 
setelah menikah bernama MUNDAKIR bin MUNDIRI, tempat tanggal 
lahir, Boyolali 08-11-1971 dan Pemohon II sebelum menikah bernama 
Ngatini binti Muradi, tempat tanggal lahir 20 th din setelah menikah 
bernama Ngatini binti Sadiyo, tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974;       
Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dilangsungkan di 
hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan   Klego 
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Kabupaten Boyolali maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan 
perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan  Klego  Kabupaten Boyolali ; 
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 
50 Tahun 2009 biaya yang timbul  dalam perkara ini dibebankan kepada 
Pemohon ; 
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
hukum syara’ lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; 
MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dari Pemohon 
I bernama Muh. Mundhakir binti Mundiri, Tempat tanggal lahir 22 th dan  
Pemohon II bernama Ngatini binti Muradi, tempat tanggal lahir 20 th 
menjadi Pemohon I bernama MUNDAKIR bin MUNDIRI, tempat tanggal 
lahir Boyolali, 08-11-1971  dan Pemohon II bernama NGATINI binti 
SADIYO, tempat tanggal lahir Boyolali, 11-02-1974 dalam Kutipan Akta 
Nikah nomor : 204/201/04/IX/89 tanggal 04-09-1989. 
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3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan 
biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego Kabupaten 
Boyolali. 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 
sebesar Rp.261.000 ,- ( Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ) . 
2. Putusan Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.BI 
 Pengadilan Agama Boyolali, dalam sidang Majelis Hakim, telah memeriksa 
perkara permohonan perubahan data Akta Nikah dan telah menjatuhkan penetapan 
sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh: 
a. Identitas Pemohon 
Eko Purwanto, ST bin H. Roko Purwo Atmojo, umur 37 tahun (tanggal lahir 
08-05-1979), tempat lahir Sragen, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan 
Konsultan, pempat kediaman di Dukuh Banjarejo, RT. 003 RW. 010, Desa 
Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon. 
Pengadilan Agama tersebut , 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, 
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan 
dalam sidang. 
b. Duduk  Perkara 
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perubahan 
tanggal lahir Pemohon tertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan di 
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara Nomor : 
0033/Pdt.P/2017/PA.Bi tanggal 30 Januari 2017, mengajukan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Bahwa Pemohon  (Eko Purwanto, ST bin H. Roko Purwo Atmojo,  tanggal 
lahir 08-05-1979) telah menikah pada tanggal 04 Januari 2007 dengan seorang 
perempuan bernama Ernawati binti H. Muhtar Hadi, sebagaimana tercatat 
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2007  tanggal 04 Januari 2007, 
tanggal lahir Pemohon tertulis 08-06-1979, yang dikeluarkan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali; 
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon hidup bersama di 
Dukuh Banjarejo RT. 003 RW. 010 Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali sampai sekarang, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang 
anak yang bernama : 
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah 
tanggal lahir Pemohon dari 08-06-1979 menjadi 08-05-1979, Kutipan Akta 
Nikah Nomor dalam 17/17/I/2007  tanggal 04 Januari 2007; 
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama akan digunakan untuk 
membuat Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fadhil Satya Atmaja 
bin Eko Purwanto, ST karena data-data dalam dokumen yang lain tanggal 
lahir Pemohon 08-05-1979; 
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5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 tahun 2007 
Tentang pecatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) berbunyi: Perubahan yang 
menyangkut biodata Suami, Isteri ataupun wali harus berdasarkan Putusan 
pengadilan pada Wilayah yang bersangkutan. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 
Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya 
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2. Menetapkan perubahan tanggal lahir dari 08-06-1979 menjadi 08-05-1979, 
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/25/I/94  tanggal 23 Januari 1994; 
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut 
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ; 
Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap dalam sidang yang telah 
ditetapkan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon 
menyatakan tetap pada permohonannya.  Pemohon menambah keterangan bahwa 
adanya perbedaan data tanggal lahir Pemohon dalam akta nikahnya terjadi karena 
pada saat melaporkan pernikahannya, dulu yang mendaftarkan adalah ayah 
Pemohon dan di saat penandatanganan usai nikah Pemohon tidak mengetahui 
dalam akta nikahnya tanggal lahirnya tertulis 08 Juni 1979 bukan 08 Mei 1979. 
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Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Purwanto, ST. bin H. Roko 
Purwo Atmojo (Pemohon), Nomor : 3309110805790006 tanggal 23 Agustus 
2012, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-
1) . 
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Nomor : 17/17/I/2007 tanggal 04 Januari 
2007, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-
2). 
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Purwanto, ST., Nomor 
3309112106120009, tanggal 01 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah 
dinatsigelen, cocok sesuai aslinya, (bukti P-3). 
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, 
Kabupaten Boyolali, Nomor : 1538/Kua.11.09.12/Pw.01/07/2016 tanggal 29 
Juli 2016, bermaterai cukup dan telah dinatsigelen, cocok sesuai aslinya, (bukti 
P-4). 
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Purwanto, Nomor : 
73875/DIS/90, tanggal 07April 1990, bermaterai cukup dan telah dinatsigelen, 
cocok sesuai aslinya, (bukti P-5). 
 Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, 
dan tetap pada permohonannya, mohon penetapan . 
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 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk 
berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
penetapan ini . 
c. Pertimbangan  Hukum 
 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana telah diuraikan di atas . 
 Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai 
dengan P-5, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut 
telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dinilai mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sama sebagaimana aslinya. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam  salah satunya di bidang perkawinan.  
 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
ditentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Validitas dan kebenaran data-data dalam 
akta nikah mutlak harus ada untuk membuktikan adanya perkawinan yang benar. 
Berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan 
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memutus perkara perkawinan include hal-hal berkaitan dengan bukti perkawinan 
akta nikah.  
 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, 
disebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali 
harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. 
Berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut Pengadilan Agama berwenang 
memeriksa perkara permohonan perubahan nama berkaitan dengan biodata 
Pencatatan Nikah . 
 Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sampai sekarang  Pemohon adalah 
orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama 
Boyolali (bukti P-1 dan P-3), dan Pemohon telah menikah secara sah menurut tata 
cara agama Islam dengan Ernawati binti H. Muhtar Hadi dan telah dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali (bukti P-2), 
oleh karenanya Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan memutus 
perkara ini. 
 Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan perubahan data 
tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya sebagai pihak suami. Oleh 
karena Pemohon adalah empunya data nikah yang diubah/dibetulkan, Majelis 
Hakim menilai Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup, langsung 
dan melekat dalam permohonannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) 
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Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon mempunyai legal standing untuk 
mengajukan permohonannya. 
 Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam pencatatan pernikahannya 
tanggal lahir Pemohon  tercatat 08 Juni 1979,  padahal tanggal lahir Pemohon 
yang benar adalah 08 Mei 1979 sebagaimna tercatat dalam Akta Kelahiran 
Pemohon dan dalam pendataan semua surat-surat penting lainnya, sehingga 
terjadi perbedaan data tanggal lahir  Pemohon  yang terdapat dalam Kutipan Akta 
Nikah dengan yang terdapat dalam surat-surat penting lainnya. Akibat dari 
perbedaan tanggal lahir tersebut Pemohon dalam mengurus data kependudukan 
dan untuk kepentingan hukum lainnya mengalami hambatan, selanjutnya 
Pemohon mohon penetapan Pengadilan tentang perubahannya. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, terbukti bahwa seseorang 
yang bernama Eko Purwanto telah menikah dengan Ernawati binti H. Muhtar 
Hadi pada tanggal 04 Januari 2007. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa akta kelahiran Pemohon 
terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon adalah  08 Mei 1979. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP Pemohon ,  P-3 berupa  
Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon, terbukti bahwa 
Pemohon baik dalam administrasi pemerintahan maupun dalam kemasyarakatan 
tercatat dengan tanggal lahir 08 Mei 1979 . 
70 
 
 
 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa tanggal lahir 
Pemohon dalam regester nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, 
Kabupaten Boyolali, Nomor : 17/17/I/2007 tanggal 04 Januari 2007 tercatat 08 
Juni 1979.  
 Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan/kesalahan 
dalam pencatatan administrative berkenaan dengan data-data Akta Nikah dapat 
didekati secara lentur (flexible), apabila kesalahan tesebut ada dasar alasannya 
maupun pijakannya dan tidak menyebabkan salah orang yang dimaksud, maka 
perbedaan/kesalahan tersebut dapat ditolerir, apalagi perbedaan tersebut bukanlah 
kesengajaan Pemohon atau pihak lain yang terkait, maka kepentingan Pemohon 
berkenaan dengan akta nikahnya untuk mengurus data kependudukan harus 
dilindungi. Majelis Hakim berpendapat perbedaan tersebut dapat dilakukan 
perubahan/pembetulan pencatatan dalam Akta Nikah, dan pernikahan Pemohon 
tetap sah dan tidak menjadi cacat hukum karenanya. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut permohonan Pemohon dikabulkan. 
 Menimbang, bahwa selanjutnya harus dilakukan perubahan pencatatan 
tanggal lahir Pemohon dalam Akta Nikahnya yang semula 08 Juni 1979 menjadi 
08 Mei 1979. Oleh karena pernikahan Pemohon dilangsungkan dan dicatatkan di 
hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Boyolali, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan 
tersebut pada Kantor Urusan Agama tersebut. 
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 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 
berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani 
untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan pada amar 
penetapan ini .              
 Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan 
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 
 MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2. Menetapkan perubahan biodata tanggal kelahiran suami (Pemohon) dalam 
Akta Nikah Nomor 17/17/I/2007, tanggal 04 Januari 2007  
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan data Akta Nikah 
tersebut berdasarkan Penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 
Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).  
3. Putusan Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.BI 
        Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam 
perkara permohonan Perubahan bio data yang diajukan oleh:   
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a. Identitas Pemohon 
 JUMINEM binti TARJO DIRAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan 
Buruh tani, tempat tinggal di Dukuh Jaten RT.016 RW. 003, Desa Kalangan, 
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon; 
Pengadilan Agama tersebut ; 
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; 
b. Duduk Perkara 
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 
Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 
0054 /Pdt.P/2018/PA.Bi, tanggal 06 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal 
sebagai berikut :  
1. Bahwa Pemohon  (Juminem binti Tarjo Diran,  tempat tanggal lahir Boyolali, 
01-017-1960) telah menikah pada tanggal 13-08-1976 dengan seorang laki-laki 
bernama Walidi bin Kromo  Ngadimin sebagaimana tercatat dalam Kutipan 
Akta Nikah Nomor : 210/206/269/1976 tanggal 13-08-1976, Pemohon 
bernama Jumiyem binti Tarjo Diran,  tempat tanggal lahir Jaten Kalangan, 20 
th, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego Kabupaten 
Boyolali; 
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama di  
Dukuh Jaten RT.016 RW.003, Desa Kalangan, Kecamatan Klego, Kabupaten 
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Boyolali sampai sekarang, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang 
bernama : 
a. Supriyadi, laki-laki sudah berkeluarga; 
b. Sumiyatun, perempuan umur 36 tahun; 
c. Tri Sumarno, laki-laki umur 32 tahun; 
3. Bahwa Pemohon bernama Juminem binti Tarjo Diran, tempat tanggal lahir 
Boyolali, 01-07-1960, dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Klego, Kabupaten Boyolali Pemohon bernama Jumiyem binti Tarjo Diran, 
tempat tanggal lahir Jaten Kalangan, 20 th adalah orang yang sama ; 
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah 
biodata Pemohon dari Pemohon bernama Jumiyem binti Tarjo Diran, tempat 
tanggal lahir Jaten Kalangan, 20 th menjadi Pemohon bernama Juminem binti 
Tarjo Diran, tempat tanggal lahir Boyolali, 01-07-1960 dalam Kutipan Akta 
Nikah Nomor : 210/206/269/1976 tanggal 13-08-1976; 
5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama akan digunakan untuk membuat 
Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tri Sumarno bin Walidi karena 
data-data dalam dokumen yang lain Pemohon bernama Juminem binti Tarjo 
Diran, tempat tanggal lahir Boyolali, 01-07-1960; 
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 tahun 2007 
Tentang pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) berbunyi: Perubahan yang 
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menyangkut biodata Suami, Isteri ataupun wali harus berdasarkan Putusan 
pengadilan pada Wilayah yang bersangkutan; 
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 
Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya 
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
a. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
b. Menetapkan perubahan biodata Pemohon dari Pemohon bernama Jumiyem 
binti Tarjo Diran, tempat tanggal lahir Jaten Kalangan, 20 tahun menjadi 
Juminem binti Tarjo Diran, tempat tanggal lahir Boyolali, 01-07-1960 dalam 
Kutipan Akta Nikah Nomor  : 201/206/269/1976 tanggal 13-08-1976. 
c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata 
tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. 
d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. 
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,  Pemohon telah 
datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini 
dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap 
dipertahankan oleh  Pemohon;  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 
telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat dan saksi- saksi  sebagai berikut: 
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A. Surat : 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3309154107600021, 
tanggal 13-09-2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, ( P.1 ); 
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Klego, Nomor : 210/206/269/1976 tanggal 13-08-
1976, (P.2 ); 
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 
3309150310060005 tanggal 29-01-2018, yang dikeluarkan oleh kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Boyolali, ( P.3 ); 
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 50/Kua.11.09.09/PW.01/02/2018, 
tanggal 05-02-2018, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama 
kecamatan Klego, (P.4 ); 
B.  Saksi : 
1. Siti Mutamainah binti Zamzam, umur  32 tahun, agama Islam, pekerjaan 
tani, bertempat tinggal di Beji RT.003 RW. 001 Desa Beji Kecamatan 
Andong Kabupaten Boyolali, di bawah sumpah memberikan keterangan 
sebagai berikut; 
a. Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;  
b. Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Walidi bin Kromo 
Ngadimin dan telah dikarunia tiga orang anak ; 
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c. Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan perubahan nama dan 
tanggal lahir yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah karena tidak sama 
dengan nama dan tangal lahir Pemohon yang sekarang ;     
d. Bahwa setahu saksi Pemohon sejak kecil sampai sekarang bernama 
Juminem tanggal lahir Boyolali, 01 Juli 1960 namun pada waktu 
menikah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama 
Jumiyem tanggal lahir 20 tahun, oleh karenanya Pemohon mohon 
perubahan data tersebut agar sama dengan dokumen yang lain yang 
dimiliki Pemohon ; 
e. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama akan digunakan 
membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tri Sumarno bin 
Walidi; 
2. Jumiyen binti Tarjo Diran, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, 
bertempat tinggal di Dukuh Jaten RT.016 RW. 003 Desa Kalangan 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut; 
a. Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;  
b. Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Walidi bin Kromo 
Ngadimin dan telah dikarunia tiga orang anak ; 
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c. Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan perubahan nama dan 
tanggal lahir yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah karena tidak 
sama dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sekarang ; 
d. Bahwa setahu saksi Pemohon sejak kecil sampai sekarang bernama 
Juminem tanggal lahir Boyolali, 01 Juli 1960 namun pada waktu 
menikah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama 
Jumiyem tanggal lahir 20 tahun, oleh karenanya Pemohon mohon 
perubahan data tersebut agar sama dengan dokumen yang lain yang 
dimiliki Pemohon ; 
e. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama akan digunakan 
membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tri Sumarno 
bin Walidi;  
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu 
apapun lagi dan mohon penetapan ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, 
maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; 
d. Pertimbangan Hukum 
  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana telah diuraikan diatas;  
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  Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 
tahun 2009, jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2007, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama; 
  Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1, Pemohon berdomisili di wilayah 
hukum Pengadilan Agama sesuai pasal 66 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang 
relatif Pengadilan Agama Boyolali; 
  Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah 
mengajukanpermohonan yang pada pokoknya adalah mengajukan perubahan nama 
din tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon 
karena terdapat kekeliruanmenyangkut biodata Pemohon, dimana dalam Kutipan 
Akta Nikah  (bukti P. 2) nama Pemohon tertulis Jumiyen bin Tarjo Diran tanggal 
lahir, Jaten Kalangan, 20 tahun mohon dirubah menjadi Juminem bin Tarjo Diran, 
Boyolali, 01 Juli 1960; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, 
maka telah terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon menggunakan nama 
Jumiyem, tanggal lahir, Jaten Kalangan, 20 tahun namun sebenarnya nama 
Pemohon adalah Juminem, tanggal lahir, Boyolali, 01 Juli 1960 dan nama 
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tersebut sampai sekarang masih dipakai oleh Pemohon dalam identitas Pemohon 
yang lain ; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4, yang merupakan 
bukti otentik maka telah terbukti bahwa nama yang digunakan Pemohon dalam 
akta-akta tersebut adalah Jumiyem, tanggal lahir, Boyolali, 01 Juli 1960; 
 Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat-surat 
yang dijadikan bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta 
sebagai berikut : 
1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Walidi bin Kromo Ngadimin, 
sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan 
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Nomor : 
210/206/269/1976 tanggal 13-08-1976; 
2. Bahwa sejak kecil sampai sekarang Pemohon bernama Juminem, tanggal lahir, 
Boyolali, 01 Juli 1960 namun ketika menikah ternyata dalam Kutipan Akta 
Nikah tercatat bernama Jumiyem, tanggal lahir, Jaten, Kalangan 20 tahun ; 
3. Bahwa semua surat dan dokumen selain Akta Nikah yang berhubungan dengan 
Pemohon semuanya memakai nama Juminem, tanggal lahir, Boyolali, 01 Juli 
1960;  
4. Bahwa maksud pengajuan Permohonan perubahan biodata Pemohon ini adalah 
untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tri Sumarno bin 
Walidi; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 
maka telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah Juminem tanggal lahir Boyolali 
01 Juli 1960; 
Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan 
biodata ini adalah untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama 
Tri Sumarno bin Walidi; 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud 
adalah berubahan nama dan tanggal lahir berkaitan dengan biodata pernikahan 
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Nomor : 210/206/269/1976 tanggal 13-
08-1976 (P.2) maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada 
Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada pegawai Pencatat Nikah pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan KLego, Kabupaten Boyolali untuk dilakukan 
perubahan pada register nikahnya ( Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia  Nomor : 11 tahun 2007);  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan 
dengan ketentuan pasal 52 ayat (I) dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 97 Peraturan Presiden 
Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 
2007, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh 
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Pemohon adalah beralasan dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang 
berlaku, sehingga patut dikabulkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 
2009,  maka biaya  perkara ini dibebankan kepada  Pemohon; 
Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum 
Syar’i yang bersangkutan; 
M E N E T A P K A N 
1. Mengabullkan permohonan Pemohon; 
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 
201/206/269/1976, tangggal 13-08-1976 dari Pemohon bernama Jumiyem 
binti Tarjo Diran, tempat tanggal lahir Jaten Kalangan, 20 tahun menjadi 
Juminem binti Tarjo Diran, tempat tanggal lahir, Boyolali 01 -07-1960 ; 
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata 
tersebut  pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;  
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp. 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah ) ; 
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BAB 1V 
ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA 
PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH DI 
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI 
 
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Terhadap Tiga Permohonan 
(Penetapan Nomor 0065/Pdt. P/2017/PA.BI, Penetapan Nomor 
0033/Pdt.P/2017/PA.BI dan Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.BI) 
1. Putusan Nomor 0065/Pdt. P/2017/PA.BI 
Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0065/Pdt.P/PA.Bi 
perubahan biodata dalam akta nikah  ini sudah sesuai dengan Peraturan 
Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah telah 
dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi” “Perubahan yang 
menyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada 
Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. Maka para 
pemohon sudah benar untuk perubahan biodata untuk diserahkan ke 
Pengadilan Agama Boyolali. 
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2. Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Perubahan 
Biodata Nomor 0065/ Pdt. P/2017/PA.BI Dengan Perspektif MaqaṢhid 
Syaria’ah 
Ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara 
bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang menggunakan 
akal sehat dan pertimbangan yang matang. Dengan adanya perkara 
permohonan ini, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama melakukan 
ijtihad untuk memberikan suatu penafsiran dalam memutuskan suatu 
perkara yang tidak dibahas dalam Al Qur’an maupun hadis dengan 
menggunakan akal dan pertimbangan yang matang terhadap nash dan 
Undang-undang, KHI serta PMA (Peraturan Menteri Agama). Serta tugas 
hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepada hakim sendiri untuk 
diselesaikan, maka hakim mengaplikasikan pada perkara permohonan 
tersebut. Hakim dalam berijtihad sudah sesuai dengan MaqaṢhid Syari’ah. 
MaqaṢhid Syari’ah yaitu kandungan nilai yang menjadi tujuan 
pensyariatan hukum. Dimana yang tidak lepas dari unsur “maslahat“ dan 
”istihsan”.  
Istihsan ialah salah satu macam ijtihad yang dilakukan dengan 
mengeluarkan suatu pendapat beserta fakta yang mendukung tentang suatu 
permasalahan lalu menetapkan hukum dari permasalahan tersebut, 
Sehingga untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Sedangkan maṢlahah 
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merupakan salah satu macam ijtihad yang dapat dilakukan untuk 
kepentingan umat dilakukan dengn cara memutuskan permasalahan 
melalui berbagai pertimbangan menyangkut kepentingan umat. Adapun 
maslahat terdiri dari beberapa tingkatan diantaranya: 
a. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan 
manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) 
maupun aspek duniawi. 
b. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh 
manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan 
kesulitan maupun kesempitan. 
c. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), 
dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. 
Karena pemohon dalam permohonan nomor 0065/Pdt.P/ 2017/PA.Bi 
di Pengadilan Agama Boyolali ingin merubah nama pemohon I Mundakir 
bin Mundiri dan pemohon II Ngatini binti Sadiyo di akta nikah karena 
penulisan nama pemohon di akta nikah  salah, maka dari itu pemohon 
ingin merubahnya menjadi pemohon I Muh. Mundhakir binti Mundiri dan 
pemohon II Ngatini binti Muradi untuk pembuatan akta kelahiran anak 
pemohon.  
Dalam rangka menyelamatkan MaqaṢhid Syari’ah. MaqaṢhid 
adalah bentuk jama' dari maqṢhad yang berarti maksud dan tujuan, 
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sedangkan syari'ah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan 
untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di 
dunia maupun di akhirat. Adapun bentuk MaqaṢhid Syari’ah (kulliyat al-
khamsah) terdiri dari Hifdzu din (memelihara agama), Hifdzu nafs 
(memelihara jiwa), Hifdzu Aql (memelihara akal), Hifdzu mal (memelihara 
harta), Hifdzu nasab (memelihara keturunan). Dengan adanya putusan 
permohonan nomor 0065/Pdt.P/ 2017/PA.Bi karena ada kekeliruan dalam 
penulisan nama maka dapat dilakukan perubahan biodata sebab 
merupakan akta otentik yang sangat penting untuk digunakan pembuatan 
akta kelahiran anaknya yang bernama Fadhil Satya Atmadja. Dilakukan 
nya perubahan di Pengadilan Agama Boyolali dengan tujuan untuk 
memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat yakni maslahat yang 
merupakan moral mempunyai maksud dalam kebaikan maupun 
kemuliaan. Jika anak tersebut tidak dilakukan perubahan nanti nya akan 
sulit dan menghambat kependudukan kedepannya. 
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali terhadap tiga permohonan 
(Penetapan Nomor 0065/Pdt. P/2017/PA.BI, Penetapan Nomor 
0033/Pdt.P/2017/PA.BI dan Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.BI 
1. Putusan Nomor 0033/Pdt. P/2017/PA.BI` 
Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0065/Pdt.P/PA.Bi 
perubahan biodata dalam akta nikah  ini sudah sesuai dengan pasal 49 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi 
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah”. Serta Peraturan Menteri Agama 
RI No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah telah dijelaskan dalam 
Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi” “Perubahan yang menyangkut biodata 
Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan 
pada wilayah yang bersangkutan”. Maka para pemohon sudah benar 
untuk perubahan biodata untuk diserahkan ke Pengadilan Agama 
Boyolali. 
2. Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Perubahan 
Biodata Nomor 0033/ Pdt. P/2017/PA.BI Dengan Perspektif MaqaṢhid 
Syari’ah 
Untuk menghasilkan suatu hukum, bahwa mengetahui dan memahami 
tentang tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam (maqaṢhid asy-syariah) 
merupakan suatu yang niscaya bagi seorang mujtahid, hal ini dalam rangka 
membantu mengembangkan pemikiran tentang hukum Islam (merumuskan 
suatu hukum) dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer baik yang 
diatur maupun tidak diatur oleh nash. Dalam hal ini hakim berijtihad sudah 
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sesuai dengan MaqaṢhid Syari’ah yang tidak lepas dari unsur “maslahat“ dan 
”istihsan”. Istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Dalam 
Qur’an Surat Zumar: 181 dijelaskan bahwa yang mendengarkan perkataan 
lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang 
yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang 
mempunyai akal.  Kemudian maslahat adalah sebagai substani dari MaqaṢhid 
Syari’ah yang mempunyai tiga tingkatan yaitu Daruriyat maslahat yang 
bersifat primer dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya baik 
aspek diniyah (agama) atau duniawi, Hajiyat maslahat yang bersifat sekunder 
yang diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan 
menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika tidak ada akan terjadi 
kesulitan dan kesempitan. Serta Tahsiniyat maslahat jika nanti orangtua telah 
tiada, maka anak yang menjadi ahli waris keluarga dalam hal waris mewarisi 
yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. 
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa 
perkawinan sah jika dibuktikan dengan akta nikah. Ketika akta nikah itu 
terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir, bulan lahir atupun tahun lahir. 
Maka, perlu dilakukan perubahan. Jika tidak dilakukan perubahan nanti sulit 
dan terhambat dalam kependudukan kedepannya. Karena akta nikah 
merupakan suatu akta yang memiliki bukti autentik jika terjadi kesalahan 
diantara salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum guna 
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mempertahankan atau mendapatkan hak nya masing-masing. Karena 
pemohon dalam permohonan nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bi di Pengadilan 
Agama Boyolali ingin merubah tanggal lahir 08-06-1979 menjadi 08-05-1979 
di akta nikah karena penulisan tanggal lahir 08-06-1979 menjadi 08-05-1979 
di akta nikah pemohon salah, maka dari itu pemohon ingin merubahnya untuk 
pembuatan akta kelahiran anak pemohon. Dengan perkara ini hakim 
menggunakan MaqaṢhid Syari’ah. MaqaṢhid Syari’ah sendiri memiliki 
kulliyat al-khamsah yang terdiri dari Hifdzu din (memelihara agama), Hifdzu 
nafs (memelihara jiwa), Hifdzu Aql (memelihara akal), Hifdzu mal 
(memelihara harta), Hifdzu nasab (memelihara keturunan). Serta ada tiga 
tingkatan seperti Dharuriyah, Hajiyat, dan Tahsiniyat. 
Adapun tujuan dalam MaqaṢhid Syari’ah dalam permohonan perubahan 
biodata akta nikah dengan tujuan untuk memelihara keturunan (Hifdzu Nasab) 
dalam tingkatan maslahat tahsiniyat yang dimaksudkan untuk kebaikan dan 
kemuliaan serta memelihara agama (Hifdzu Din) dalam tingkatan Hajiyat 
yang diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan 
menghilangkan kesempitan. Serta dalam tingkatan tahsiniyat  dengan maksud 
untuk kebaikan tanpa merusak ataupun menyulitkan kehidupan masyarakat. 
Sehingga nantinya untuk kehidupan kedepan untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan manusia, agar tidak mengalami kesulitan. 
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C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali terhadap tiga permohonan 
(Penetapan Nomor 0065/Pdt. P/2017/PA.BI, Penetapan Nomor 
0033/Pdt.P/2017/PA.BI dan Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.BI 
1. Putusan Nomor 0054/Pdt. P/2018/PA.BI 
Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0054/Pdt.P/PA.Bi 
perubahan biodata dalam akta nikah  ini sudah sesuai dengan pasal 49 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi 
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah”. Serta pasal 52 ayat (1) dan pasal 
56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan jo pasal 93 dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 
Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil jo Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 
tentang pencatatan nikah telah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang 
berbunyi” “Perubahan yang menyangkut biodata Suami, isteri ataupun 
wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang 
bersangkutan”. Maka para pemohon sudah benar untuk perubahan biodata 
untuk diserahkan ke Pengadilan Agama Boyolali. 
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2. Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Perubahan 
Biodata Nomor 0054/ Pdt. P/2018/PA.BI Dengan Perspektif MaqaṢhid 
Syari’ah 
Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri 
dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan termasuk dalam 
ikatan oleh pegawai KUA. Perkawinan sah apabila ada kaitanya dalam 
peraturan yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan harus dibuktikan dengan akta 
nikah. Maka jika tidak ada akta nikah, menurut Undang-Undang tidak sah. 
Sehingga ketika akta nikah itu terjadi kesalahan penulisan baik nama, 
tanggal lahir maupun tahun lahir pemohon seperti dalam putusan 
penetapan nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Bi.  
Sehubungan hal ini, Hakim dalam berijtihad sudah sesuai dengan 
MaqaṢhid Syari’ah yang tidak lepas dari unsur “”istihsan bin maslahat“. 
Karena pemohon dalam penetapan permohonan nomor 
0054/Pdt.P/2017/PA.Bi di Pengadilan Agama Boyolali ingin merubah 
nama pemohon dan tanggal lahir 13-08-1976 menjadi 01-07-1960 di akta 
nikah karena penulisan nama pemohon dan tanggal lahir 13-08-1976 
menjadi 01-07-1960 di akta salah, maka dari itu perlu dilakukan 
perubahan karena itu merupakan akta autentik sebagai bukti jika 
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menghadapi kesalahan yang dihadapi kedua belah pihak. Oleh karena itu, 
pemohon ingin merubahnya untuk pembuatan akta kelahiran anak 
pemohon. Apabila anak tersebut tidak dilakukan perubahan akan sulit 
terhambat dalam hal kependudukan kedepannya.  
Sehubungan dengan perkara ini hakim sudah benar dan tepat 
memutus perkara dengan perspektif MaqaṢhid Syari’ah. Dalam rangka 
menyelamatkan MaqaṢhid Syariah. MaqaṢhid Syariah sendiri mempunyai 
arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani 
untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun 
dalam tingkat kemaslahatan meliputi: 
a. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan 
manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) 
maupun aspek duniawi. 
b. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh 
manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan 
kesulitan maupun kesempitan. 
c. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), 
dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.  
Ada lima pokok kemaslahatan yang berdasarkan kepentingan dan 
kebutuhannya yaitu dengan metode ijtihad terdiri dari Hifdzu din 
(memelihara agama), Hifdzu nafs (memelihara jiwa), Hifdzu Aql 
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(memelihara akal), Hifdzu mal (memelihara harta), Hifdzu nasab 
(memelihara keturunan). Maka permohonan perubahan biodata akta nikah 
ini untuk menyelamatkan MaqaṢhid al-syari'ah dalam bentuk  menjaga  
Hifdzu din (memelihara Agama) yang memiliki tiga tingkatan yakni; 
a. Memelihara Agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu memelihara dan 
melaksanakan kewajiban keagamaan masuk peringkat primer, jika 
tidak dilakukan akan merusak eksistensi agama. 
b. Memelihara Agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan 
ketentuan agama, dengan maksud menghindari berbagai kesulitan. 
c. Memelihara dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk 
agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus 
melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Hal tersebut 
sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai estetika dan akhlaq terpuji. 
Menjaga agamanya agar tidak merusak eksistensi agama. 
Sedangkan Hifdzu nasab (memelihara keturunan) juga memiliki tiga 
tingkatan yakni; 
a. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat, seperti 
memerintahkan nikah dan melarang berzina, jika perintah ini tidak 
diindahkan maka berakibat hancurnya system keturunan. 
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b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkan 
adanya lembaga yang mengatur bagaimana cara dan system 
pernikahan yang dapat membawa pada kemaslahatan. 
c. Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, untuk kebaikan dan 
kemuliaan. 
Sehingga mengenai permohonan perubahan biodata akta nikah di 
Pengadilan Agama Boyolali perlu dilakukan. Karena akta nikah adalah 
akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, berkaitan dengan 
adanya perkawinan. Hal itu sangatlah penting jika menghadapi berbagai 
kesalahan yang dihadapi kedua belah pihak misalnya jika ada persoalan 
perubahan biodata yang berbeda di akta nikah nya dengan data KTP, Akta 
kelahiran ataupun KK untuk keperluan data kependudukan bisa saja 
dianggap pernikahan nya tidak benar. Sebab tidak sesuai dengan data yang 
lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari pemaparan diatas diambil kesimpulan bahwa  
1. Putusan hakim Pengadilan Agama terhadap tiga perkara permohonan 
perubahan biodata dalam akta nikah pada tahun 2017-2018 bahwa Hakim 
Pengadilan Agama Boyolali sudah tepat memutus perkara dengan 
mengabulkan perkara perubahan permohonan dalam biodata akta nikah 
karena sudah Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 tentang 
pencatatan nikah telah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi” 
“Perubahan yang menyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus 
berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. 
Karena hakim memutus putusan dengan menggunakan teori Law In a Book 
yaitu tidak menafsirkan hukum akan tetapi menerangkan hukum. 
2. Ijtihad hakim dalam memutuskan tiga perkara penetapan permohonan 
perubahan biodata sudah sesuai dengan perspektif Maqashid Syari’ah yang 
tidak lepas dari unsur istihsan bin maslahah. Karena pemohon dalam 
penetapan permohonan di Pengadilan Agama Boyolali ingin merubah nama 
pemohon, tanggal lahir pemohon, serta tahun lahir pemohon. MaqaṢhid 
Syari'ah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum 
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yang ditetapkan untuk manusia agar digunakan untuk mencapai kebahagiaan 
hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan dari MaqaṢhid Syari'ah 
dalam melakukan perubahan biodata dalam akta nikah termasuk dalam Hifdzu 
Nasab (memelihara keturunan) dan ini perlu dilakukan perubahan. Maka, 
maslahat sebagai substansi dari tingkatan MaqaṢhid Syari'ah masuk dalam 
tingkatan tahsiniyat yang merupakan kebutuhan tersier bertujuan moral dan 
kebaikan serta kemuliaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan manusia dengan memelihara keturunan. Serta dalam administrative 
dikatakan perkawinan sah apabila melaksanakan seperti peraturan dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila terjadi 
kesalahan dalam penulisan biodata di akta nikah maka perlu dilakukan 
perubahan biodata. Karena hal ini dalam rangka Hifdzu din (memelihara 
agama) untuk kemaslahatan yang termasuk dalam tingkatan Hajiyat yang 
bersifat sekunder yang diperlukan manusia untuk mempermudah dan 
menghilangkan kesulitan. Serta dalam tingkatan tahsiniyat dengan tujuan 
untuk kebaikan ataupun kemuliaan. 
 
 
 
 
96 
 
 
 
B. SARAN 
Setelah memperhatikan beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Apabila masyarakat hendak menikah ketika dalam pembuatan akta nikah 
seharusnya betul-betul diteliti terlebih dahulu termasuk pencatat KUA 
sehingga kesalahan-kesalahan tersebut biar menjadi tertib agar dalam 
penulisan akta tidak berantakan. 
2. Jika dalam penulisan akta nikah terdapat kesalahan dalam penulisan ini 
sangatlah menghambat bagi mereka yang menikah. Karena mereka 
membutuhkan akta yang sangat penting. Sebab efeknya anak nanti tidak 
mempunyai akta kelahiran. 
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